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Permasalahan yang terkait dengan kewenangan pengadilan agama dalam bidang 

bank syariah adalah mengenai hukum acara dan prosedur penyelesaian perkara 

tersebut di pengadilan agama. Hukum acara mana yang akan diterapkan dalam 

menyelesaikan sengketa perbankan syariah tersebut di pengadilan agama. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah penyebab terjadinya sengketa perbankan 

syariah, proses penyelesaian sengketa perbankan syariah menurut Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 2008 dan  penghambat dalam penyelesaian sengketa perbankan 

syariah. 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji 

atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan 

memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam 

sistem perundang-undangan terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini. 

 

Hasil penelitian bahwa penyebab timbulnya sengketa perbankan syariah adalah (i) 

terjadinya kredit macet, (ii) minimnya edukasi masyarakat, (iii) kurangnya 

perhatian dari perbankan syariah terhadap pengaduan masalah yang mereka alami 

dan (iv) nasabah selalu diposisikan sebagai pihak yang lemah. Selanjutnya 

penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan melalui dua jalur yaitu:  litigasi 

dan non litigasi. Faktor penghambat penyelesaian sengketa perbankan syariah yaitu: 

struktur atau aparat dalam hal ini institusi pendukung yang belum lengkap, efektif 

dan efisiensi, substansi dalam hal ini perbankan Peradilan Agama membutuhkan 

kerangka dan perangkat pengaturan yang sesuai dengan karakteristik 

operasionalnya, dan budaya hukum masyarakat Indonesia  yang masih belum 

memahami keberadaan Peradilan Agama sebagai penyelesaian sengketa perbankan 

syariah.. 

 

Pada akhirnya disarankan penyelesaian sengketa perbankan syariah walaupun ada 

beberapa jalur yang bisa dipakai namun hendaknya tunduk dan ikut dalam 

peraturan yang ada. Selanjutnya jalur non-litigasi merupakan jalur terbaik yang 

dapat dipilih oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa syariah. Dan yang 

terakhir yaitu kerja sama antara Basyarnas dan Pengadilan Agama dapat dijalin 

baik sehingga akan tercapai penegakkan hukum sesuai yang diinginkan. 
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